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Data Kekerasan

Gambaran yang utuh tentang bentuk kekerasan
belum dapat dibuat secara akurat, antara lain 

karena ketiadaan data tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak di unit-unit 

pemberi layanan. 

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan, serta proses 
pengambilan keputusan terkait pencegahan dan penanganan
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak Optimal



Data Prevalensi dan Data Kasus

Data Prevalensi Data Kasus

Prevalensi adalah proporsi dari populasi
yang memiliki karakteristik tertentu dalam

jangka waktu tertentu

Prevalensi biasanya dinyatakan sebagai
persentase.

Data prevalensi adalah
konsep statistik yang 

mengacu pada jumlah
kasus yang hadir dalam
populasi tertentu pada

waktu tertentu dan didapat

melalui survey

Data Kasus adalah data tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak di unit-unit 
layanan (PPT, P2TP2A,UPT PPA dll)

Data kasus dinyatakan dalam jumlah absolut, 
dan data dipilah menurut berbagai kategori

Data kasus kekerasan
adalah data yang mengacu
pada tindak kekerasan yang 

dilaporkan dan dicatat
pada unit-unit layanan



Data Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan

Sumber : SPHPN 2016



Data Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak

Sumber : SNPHAR 2018



Data Kasus



UnitLayanan

UPT

UPPAPolres

PKT/PPT RS

RPTC/

RPSA
LBH

P2TP2A

1. Sudah dilakukan pencatatan data kekerasan
(korban/pelaku kekerasan terhadap. 
perempuan dan anak) pada unit-unit layanan;

2. Mekanisme dan format pencatatan data  
kekerasan masih bervariasi sesuai kebutuhan
unit layanan.

3. Belum dilakukan standarisasi pencatatan, 
sehingga data yang dihasilkan sangat beragam.

SULIT DIGUNAKAN 
UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN



1. Tujuan

Memberikan pedoman /acuan bagi unit-unit pelayanan
terpadu (UPT) dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
sistem Pencatatan dan Pelaporan data Kekerasan.

2. Sasaran

a. UPT
b. SKPD (Kab/Kota dan Provinsi)
c. Kementerian/Lembaga

3. Hasil

a. Tersedianya data kekerasan (perempuan dan anak), mulai
dari UPT, Kabupaten/kota, Provinsi, dan Nasional ;

b. Diterapkannya sistem pencatatan dan pelaporan data 
kekerasan oleh UPT, Pemda (Kab/Kota/Prop) dan Nasional 

c. Alat pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan
perlindungan perempuan dan anak

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi I



Unit PP & PA 
Kab/Kota

Unit PP & PA 
Propinsi

Kemen PP PA

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi I



Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi I



Formulir I ➔ 54 Kolom



Formulir II ➔ 2 Tabel (Tabel 1, 35 kolom dan Tabel 2, 16 kolom)



Formulir III ➔ 2 Tabel (Tabel 1, 37 kolom dan Tabel 2, 18 kolom)



Formulir IV ➔ 2 Tabel (Tabel 1, 37 kolom dan Tabel 2, 19 kolom)



Permasalahan

1. Formulir yang disediakan kurang praktis (jumlah
kolomnya banyak dan jumlah formulirnya juga banyak);

2. Banyak sekali berkas/dokumen yang harus dikelola;

3. Pengisian formulir dilakukan secara manual; 

4. Terjadinya doble pencatatan sangat tinggi;

5. Pengiriman Formulir antar tingkat unit layanan (UPT, 
Kab/Kota, Propinsi dan Kemen PPPA) dilakukan secara
manual sehingga menyulitkan dan memerlukan biaya;

6. Rekapitulasi dilakukan setiap 6 bulan (Semester);

7. Masyarakat tidak dapat mengakses informasi tentang
Data Kekerasan



1. Masih digunakan Formulir I, II, III dan IV 

2. Dilakukukan otomatisasi dalam pengisian Formulir
dengan dibuatnya aplikasi data base ➔ website : 
www.datakekerasan.org.

3. Petugas Kab/Kota  mengisi Formulir II 
menggunakan aplikasi data base dan sudah
dilengkapi dengan ID Petugas dan Kata Sandi.

4. Petugas Provinsi melakukan validasi data Formulir
II yang dikirim Petugas Kab/Kota

5. Pengiriman data  sudah dilakukan secara on line 
melalui website : www.datakekerasan.org

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi II

http://www.datakekerasan.org/
http://www.datakekerasan.org/


Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi I



Permasalahan

1. Formulir yang diigunakan masih model banyak kolom
(kurang praktis membacanya);

2. Masih banyak Dokumen Pencatatan yang harus dikelola;

3. Doble pencatatan masih mungkin (tinggi);

4. Up date data di Provinsi dan Pusat setiap 6 bulan sekali; 

5. Masyarakat tidak dapat mengakses Data Kekerasan;



1. Tidak lagi menggunakan Formulir I, II, III dan IV, 

2. Dibangun aplikasi data base secara online bebasis web 
https://kekerasan.kemenpppa.go.id

3. Tampilan lebih menarik (dasboard➔ Data Spasial/Peta Indonesia)

4. Up date data secara riil time.

5. Struktur pengguna dibagi 2 (dua) yaitu : Admin dan Operator.

6. Memanfaatkan Data Kependudukan (NIK) untuk menghindari
terjadinya Dobel Pencatatan;

7. Validasi data dilakukan di unit layanan masing-masing

8. Masyarakat umum dapat mengakses data Simfoni (terbatas).

9. dll

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Generasi II

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/


Tampilan Dasboard Simfoni PPA



Tampilan Dasboard Simfoni PPA



Struktur Pengguna Simfoni PPA

Kemen PP PA

User Admin

Kementerian PP PAAdmin Nasional

Dinas PP PA PropinsiAdmin Propinsi

Dinas PP PA Kab/KotaAdmin Kab/Kota

User Operator

Bagian Pengaduan Masyarakat

Unit Layanan Terpadu
Tk. Provinsi

Unit Layanan Terpadu
Tk. Kab/Kota



Tahapan Pencatatan dan Pelaporan

Login

Buat Instansi
Buat User dan

Pasword Instansi

Input Data

Data Kasus, Data 
Korban, Data Pelaku, 

Data Layanan dan Data 
Layanan Rujukan

User Admin

User Operator



User Operator (Jaringan Unit Layanan)

❑ Saat ini sudah ada 3.723 unit layanan di 34 Provinis yang terhubung
kedalam jaringan aplikasi SIMFONI PPA;

❑ Unit layanan yang terhubung meliputi :

a. Dinas PP PA Provinsi, Kab/Kota ;

b. UPTD PPA

c. UPPA di Polres

d. Instansi Kesehatan (Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas)

e. Instansi Sosial (Dinas Sosial, RPTC, Shelter, Panti dll)

f. P2TP2A

g. Bapas/Lapas

h. Lainnya (Lembaga Masyarakat yang memberikan layanan kepada
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan)



Penginputan Data di Kabupaten/Kota

1. CARA I : Data di input oleh operator di masing masing unit layanan (UPPA/Kepolisian, Rumah sakit,
P2TP2A/PPT dll) yang telah di beri hak akses (user name dan pasword). User name/password
diberikan oleh admin di level Dinas PPPA di Kab/Kota yang bersangkutan.

2. CARA II : Data di kumpulkan oleh petugas P2TP2A/Dinas PP Kab/Kota dari unit layanan untuk
kemudian di input oleh operator/petugas data di tingkat daerah.



Penginputan Data di Propinsi

❑ Data di input oleh operator, petugas di masing masing unit layanan di level
Jejaring Provinsi [PPA/Kepolisian, Rumah sakit, P2TP2A/PPT dll) yang telah di
beri hak akses (user name dan pasword).

❑ User name/password diberikan oleh admin di level Dinas PPPA di Provinsi yang
bersangkutan.



Beberapa Capaian Simfoni PPA

MOU Kemen PP PA dengan Kapolri MOU dengan Kementerian Dalam Neger



Beberapa Capaian Simfoni PPA

Sertifikasi ISO 27001  (SMKI) Masuk dalam Modul Kemen Kesahatan



Beberapa Capaian Simfoni PPA

Draft MOU dengan Komnas Perempuan dan FPL
Simfoni PPA sebagai salah satu dari Rencana Aksi

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) No. 13



Permasalahan Simfoni PPA

Kualitas Data

• Apakah data Simfoni Valid ?

• Apakah peningputan Simfoni
sdh sesuai SOP ?

• Apakah sudah dilkukan oleh
SDM yang kompeten ?

Kuantitas Data

• Data Simfoni PPA masih
sangat sedikit dibandingkan
dengan Data Prevalensi

• Data prevalensi Kt/P adalah
33.3 % = 33,2 juta jiwa

• Data Prevalensi Kt/A adalah
66,6 % = 53,6 juta jiwa

• Data kasus Simfoni “hanya” 
21 ribua n



Rencana Tindak Lanjut

1. Menyempurnakan Simfoni PPA dengan “Sistem Pakar” 
sebagai otomatisasi dari SOP Pelayanan Pengaduan

2. Integrasi Pengelolaan Data Kasus TPPO Antar K/L Dan 
Pusat-Daerah



TERIMA KASIH


